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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi perencanaan infrastruktur desa
dalam menunjang kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Malunda,
Kabupaten Majene. Penelitian menggunakan metode campuran (mixed methods)
yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data diperoleh melalui
observasi, wawancara dengan masyarakat petani dan instansi pemerintah, serta
studi dokumentasi dari instansi terkait. Analisis data dilakukan dengan metode
skoring untuk menilai kesesuaian infrastruktur desa terhadap standar teknis, analisis
deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat dan upaya
pemerintah, serta analisis SWOT untuk merumuskan strategi perencanaan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur desa di Kecamatan Malunda,
seperti jalan usaha tani, irigasi, embung, dan gudang, masih belum sepenuhnya
memenuhi standar teknis dan kebutuhan masyarakat petani. Pemerintah daerah
telah melakukan beberapa upaya perbaikan melalui program pembangunan
infrastruktur pedesaan, namun masih diperlukan perencanaan yang lebih terarah
dan berkelanjutan. Strategi yang direkomendasikan meliputi peningkatan kualitas
dan kuantitas infrastruktur pertanian, penguatan koordinasi antarinstansi, dan

pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur desa.

Kata kunci: infrastruktur desa, pertanian berkelanjutan, perencanaan strategis,

Kecamatan Malunda.
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ABSTRACT

This study aims to formulate a strategy for village infrastructure planning to
support sustainable agricultural areas in Malunda District, Majene Regency. The
research employs a mixed-methods approach combining quantitative and
qualitative techniques. Data were collected through field observations, interviews
with farmers and government agencies, and documentation studies from relevant
institutions. Data analysis involved a scoring method to assess the suitability of
village infrastructure with technical standards, qualitative descriptive analysis to
identify community perceptions and government efforts, and SWOT analysis to
formulate strategic planning. The results show that the existing village
infrastructure in Malunda District—such as farm roads, irrigation systems, water
reservoirs, and storage facilities—has not fully met technical standards or the needs
of local farmers. The local government has undertaken several infrastructure
improvement programs, but more focused and sustainable planning is still required.
The recommended strategies include improving the quality and quantity of
agricultural infrastructure, strengthening institutional coordination, and
empowering communities in managing village infrastructure.

Keywords: village infrastructure, sustainable agriculture, strategic planning,
Malunda District
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa
menjelaskan bahwa Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan
utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pertanian adalah komponen utama yang menopang kehidupan perdesaan di
Indonesia (Harianto, p. 2015). Pertanian juga merupakan sektor yang utama di
negara berkembang yang memiliki peran atau kontribusi di sektor pertanian dalam
pengembangan ekonomi suatu negara untuk menduduki posisi penting. Salah satu
upaya dalam pengembangan lahan pertanian adalah dengan penetapan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Penetapan LP2B merupakan upaya
perlindungan lahan pertanian pangan secara Dberkelanjutan  dengan
mempertahankan dan menambah luas lahan pertanian sehingga alih fungsi lahan
pertanian ke non pertanian dapat dikendalikan dan hasil produksi pertanian dapat
maksimal dalam mendukung ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan
nasional. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan
Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, salah satu kriteria penetapan
lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah ketersediaan infrastruktur dasar
pertanian yang terdiri dari jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier, jaringan
drainase primer, sekunder dan tersier, akses jaringan jalan dan jembatan yang dapat
digunakan sebagai sarana transportasi.

Pertanian dan infrastruktur memiliki keterkaitan dan memiliki hubungan yang
erat dalam menjalankan aktivitas pertanian dan membangun sektor pertanian yang
kuat. Tapi pada nyata nya sektor pertanian di daerah perdesaan belum bisa untuk
meningkatkan kemakmuran masyarakat yang ada di desar terbukti dengan
tingginya jumlah penduduk miskin yang ada di daerah perdesaan (Jayatika, H. S,
Reza, M, dan Witjaksono, A, 2023).



Menurut RTRW Kabupaten Majene, Kecamatan Malunda merupakan salah
satu kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Luas wilayah Kecamatan Malunda
tercatat 187,65 km2 atau sekitar 19,79 persen dari total luas Kabupaten Majene
(Kabupaten Majene dalam angka, 2023). Kecamatan Malunda memiliki luas lahan
padi sawah sebesar 353 Ha pada tahun 2021 dengan hasil produksi padi sawah
sebanyak 2.007 Ton dan luas lahan padi ladang sebesar 879 Ha dengan jumlah hasil
produksi 2.461 Ton (kabupaten Majene Dalam angka 2022) Sedangkan pada tahun
2022 luas lahan pertanian padi sawah mengalami peningkatan yaitu sebesar 690 Ha
dengan hasil produksi padi sawah sebanyak 3.923 Ton, sedangkan luas lahan padi
ladang mengalami penurun sebesar 526 Ha dengan hasil poduksi 1.473 Ton
(Kabupaten Majene Dalam Angka, 2023), berdasarkan data hasil pertanian pada
tahun 2022 sampai tahun 2023 hasil produksi padi sawah mengalami peningkatan
sebanyak 1.916 Ton sedangkan hasil produksi padi ladang mengalami penurunan
sebanyak 988 Ton, hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan hasil produksi
terjadi karena adanya peningkatan luas lahan pertanian dan menurun ketika luas
lahan pertanian berkurang, hal ini juga menunjukan bahwa produktivitas lahan
pertanian masih sangat kurang. Peningkatan produktivitas lahan pertanian dapat
ditunjang dengan infastruktur desa yang memadai namun hasil observasi lapangan
dan wawancara kepada petani menunjukan infrastruktur desa yang terdapat di
Kecamatan Malunda belum memadai diantaranya jalan usaha tani yang sebagian
besar masih menggunakan tanah yang menghambat akses dan distribusi hasil
pertanian serta lahan padi sawah yang belum di lengkapi dengan sistem irigasi yang
baik. Kondisi ini secara langsung berdampak pada produktivitas yang rendah,
tingginya biaya produksi dan distribusi, serta kerugian pasca panen, yang pada
akhirnya menghambat peningkatan kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor
pertanian.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk merumuskan
“Strategi perencanaan infrastruktur desa dalam menunjang kawasan pertanian
pangan berkelanjutan di Kecamatan Malunda” dengan berlandaskan pada standar
teknis dan kebutuhan masyarakat petani. Perencanaan ini diharapkan dapat menjadi

panduan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam upaya



meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur desa demi mendukung

pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sehingga lebih unggul dan

berdaya saing.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian

sebagai berikut :

1.

Bagaimana kesesuaian infrastruktur desa terhadap standar teknis dan
kebutuhan masyarakat tani dalam menunjang pengembangan kawasan
pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Malunda?

Bagaimana upaya pemerintah dalam perencanaan infrastruktur desa yang
menunjang pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di
Kecamatan Malunda?

Bagaimana strategi perencanaan infrastruktur desa dalam menunjang
pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan

Malunda?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1.

Menganalisis kesesuaian infrastruktur desa terhadap standar teknis dan
kebutuhan petani dalam menunjang pengembangan kawasan pertanian
pangan berkelanjutan di Kecamatan Malunda

Mengidentifikasi upaya pemerintah dalam perencanaan infrastruktur desa
yang menunjang pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan
di Kecamatan Malunda

Merumuskan strategi perencanaan infrastruktur desa dalam menunjang
pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan

Malunda

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



1. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan informasi untuk
pemerintah maupun swasta dalam hal perencanaan infrastruktur desa yang
menunjang pengembangan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan di
kecamatan malunda di kabupaten majene.

2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu bahan perbandingan

bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sama.
1.5 Ruang Lingkup

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Kecamatan Malunda merupakan Salah satu kecamatan yang menjadi
kawasan pertanian pangan berkelanjutan. di Kabupaten Majene. Luas wilayah
Kecamatan Malunda tercatat 187,65 km2 atau sekitar 19,79 persen dari total luas
Kabupaten Majene. (BPS Kecamatan Malunda dalam angka 2023). Kecamatan
Malunda memiliki luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang besar
dibandingkan dengan kecamatan lain yang menjadi kawasan pertanian pangan

berkelanjutan.

1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Adapun pembahasan penelitian ini adalah analisis kesesuaian infrastruktur
desa dalam menunjang pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di
Kecamatan Malunda, identifikasi upaya pemerintah dalam perencanaan
infrastruktur desa yang menunjang pengembangan Kawasan pertanian pangan
berkelanjutan di kecamatan malunda serta rumusan strategi perencanaan
infrastruktur desa dalam menunjang pengembangan kawasan pertanian pangan

berkelanjutan di Kecamatan Malunda.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun
sistematika sebagai berikut :
1. Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan.



. Bab II Tinjauan Pustaka berisi referensi terbaru, relevan, asli dan
menguraikan teori umum yang mendasar bagi masalah yang diteliti, serta
penelitian terdahulu dan kerangka pikir

. Bab III Metode Penelitian berisi tentang waktu dan lokasi penelitin,
jenis/pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik
analisis, variabel penelitian, definisi operasional, dan alur penelitian

. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat tentang gambaran
umum, hasil penelitian dan pembahasanya, disertai dengan tabel, grafik dan
bentuk lainnya.

. Bab V Kesimpulan dan Saran berisi uraian singkat yang dijabarkan secara
tepat untuk menjawab tujuan penelitian serta memuat berbagai usulan yang

sebaiknya diperhatikan oleh peneliti lainnya.



BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian kesesuaian infrastruktur desa dengan standar
menunjukan bahwa infrastruktur desa di kecamatan malunda secara umum
belum memadai dan belum memenuhi standar teknis, hal ini menunjukkan
bahwa ketersediaan dan kualitas infrastruktur seperti jalan usaha tani, irigasi,
embung, dan gudang belum sepenuhnya memenuhi standar teknis dan
kebutuhan petani. Jalan tani di beberapa wilayah masih belum sesuai standar,
bahkan sebagian besar belum dibeton sehingga menyulitkan mobilitas hasil
pertanian, terutama pada musim hujan. Sistem irigasi juga belum merata,
dengan beberapa wilayah yang belum memiliki jaringan irigasi yang
memadai atau tidak dialiri air secara optimal. Selain itu, keberadaan embung
dan gudang penyimpanan hasil pertanian masih sangat terbatas, sehingga
petani kesulitan dalam menyimpan hasil panen maupun mengantisipasi
kekurangan air saat musim kemarau.

2. Berdasarkan hasil analisis dari wawanacara instansi pemerintah dan
Masyarakat desa menunjukan bahwa terdapat peluang dan ancaman dalam
perencanaan infrastruktur desa yang menunjang Kawasan pertanian pangan
berkelanjutan yaitu:

a. Telah terdapat kebijakan atau program dalam pengembangan
infrastruktur yang menunjang kegiatan pertanian seperti bantuan
pembangunan irigasi, pompa air, bibit dan pembimbingan kelompok
tani

b. Telah terdapat program-program peningkatan infrastruktur yang
menunjang kegiatan pertanian seperti pembangunan irigasi, rehabilitasi
irigasi, dan pembangunan jalan usaha tani guna memaksimalkan kinerja

infrasrtuktur dalam menunjang kegiatan pertanian

78



Keterbatasan anggaran sehingga beberapa program peningkatan dan
Pembangunan infrastruktur desa dalam menunjang kegiatan pertanian
sulit direalisasikan

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur

yang telah tersedia

3. Berdasarkan hasil analisis SWOT, dapat disimpulkan bahwa terdapat

beberapa strategi perencanaan infrastruktur desa dalam menunjang

Kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Malunda antara lain

yaitu:

a.

Mengoptimlkan kinerja infrastruktur yang telah tersedia dari program
pemerintah sehingga hasil produksi pertanian bisa lebih maksimal.
Program  peningkatan infrastruktur dari pemerintah  perlu
memprioritaskan rehabilitasi untuk infrastruktur jalan usaha tani dan
irigasi yang tidak sesuai dengan standar dan Pembangunan infrastruktur
baru untuk desa yang belum memiliki jalan usaha tani dan irigasi.

Di perlukan penambahan program untuk Pembangunan embung dan
Gudang dalam memenuhi kebutuhan penyimpanan air dan
penyimpanan hasil produksi pertanian

Mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk di fokuskan pada
Pembangunan infrastruktur desa yang belum tersedia

Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalampemeliharaan infrastruktur
yang telah tersedia melalui sosialisasi penyuluhan pertanian
Menyusun  penggunaan  anggaran dengan  memprioritaskan
Pembangunan indrastruktur yang belum tersedia dan secara bertahap
merehabilitasi infrastruktur yang tidak sesuai dengan standar.
Melakukan edukasi tentang pentingnya keterlibatan Masyarakat dalam
Pembangunan infrastruktur desa dan pemeliharaan infrastruktur desa

yang terbangun dapat lebih terjaga melalui sosialisasi dan penyuluhan .
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5.2 Saran

Hasil penelitian menunjukan bahwa infrastruktur desa dalam menunjang
Kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Malunda belum memenuhi
stadar teknis dan kebutuhan petani sehingga menyebabkan permasalahan dalam
peningkatan produktivitas lahan yang berdampak pada hasil produksi pertanian
yang kurang optimal, oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah setempat
untuk dapat mempertimbangkan atau menjadikan acuan hasil penelitian ini sebagai
dasar untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur desa dalam

menunjang Kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Malunda
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